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Economic development is a process aimed to improve economic and institutional performance. 
Investment serves as catalyst and an alternative development financing. The era of regional autonomy 
has given the freedom and competitiveness to attract investment by providing policies, services and 
branding. This study aims to assess regional economic, financial and investment performance as well 
as to analyze the relationship between regional financial and investment performance with regional 
economic performance Central Java Province in 2017. This study used quantitative descriptive method 
through composite index analysis techniques and spearman rank correlation. The results of the study 
show that there are variations in regional economic, regional financial and investment performance. 
The economic and financial performance in cities is better than in districts. The central area of Central 
Java scores the lowest economic performance and shows gap between cities and districts in terms of 
fiscal dependency and spending priority as well as disparity in investment that is concentrated in a 
small number of regions only. There is no significant relationship regional financial and investment 
performance with regional economic performance because the significant values are 0,08 and 0,092. 
Keywords: economic development, economic performance, regional economic, regional financial, 
investment. 
Abstrak 
Pembangunan ekonomi merupakan proses perbaikan kinerja ekonomi dan kelembagaan. Investasi 
bekerja sebagai katalisator dan alternatif pembiayaan pembangunan. Era otonomi daerah memberi 
dampak keleluasaan dan persaingan menarik investasi melalui kebijakan, pelayanan dan branding. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja ekonomi wilayah, keuangan daerah dan investasi 
serta menganalisis hubungan kinerja keuangan daerah dan investasi dengan kinerja ekonomi wilayah 
Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Metode yang digunakan dengan deskriptif kuantitatif melalui teknik 
analisis indeks komposit dan korelasi rank spearman. Hasil penelitian menunjukkan terjadi variasi 
kinerja ekonomi wilayah, keuangan daerah dan investasi. Kinerja ekonomi wilayah dan keuangan 
daerah kota lebih baik daripada kabupaten. Kondisi perekonomian Jawa Tengah bagian tengah adalah 
yang terburuk, terjadi kesenjangan kota dan kabupaten dalam ketergantungan fiskal dan prioritas 
belanja modal serta realisasi investasi yang terkonsentrasi pada beberapa daerah saja. Tidak terdapat 
hubungan yang signifikan kinerja keuangan daerah dan investasi dengan kinerja ekonomi wilayah 
karena nilai signifikansi sebesar 0,08 dan 0,092. 







Pembangunan merupakan sebuah 
proses sosial, ekonomi dan kelembagaan 
dari masyarakat untuk menuju kondisi yang 
lebih baik dari sebelumnya dengan 
perwujudan fisik maupun non fisik. 
Pembangunan ekonomi idealnya membuat 
distribusi kebutuhan pokok masyarakat 
semakin merata, standar hidup masyarakat 
meningkat dan pilihan ekonomi dan sosial 
meluas melalui rangkaian proses ekonomi. 
Dewasa ini investasi semakin menjadi 
katalisator bagi pembangunan ekonomi. 
Tanpa adanya investasi, proses 
pembangunan cenderung mengalami 
stagnasi dan titik buntu. Investasi 
diharapkan memiliki efek pengganda bagi 
pembangunan sektor-sektor lainnya. 
Era kepemimpinan Presiden Joko 
Widodo totalitas untuk melakukan 
reformasi investasi, salah satunya dengan 
mencabut segala regulasi menghambat 
aktivitas investasi khususnya mengenai 
perizinan. Iklim investasi diwujudkan 
melalui kondisi lingkungan yang memberi 
peluang dan insentif untuk menghasilkan 
investasi serta menciptakan lapangan 
pekerjaan. Hingga paket kebijakan 
ekonomi XV ditetapkan, sejauh itu 
pemerintah telah mencabut 9 regulasi dan 
merevisi 31 regulasi yang menghambat 
perekonomian. Waktu bersamaan, muncul 
49 regulasi baru dan 35 regulasi 
digabungkan serta memunculkan 89 
regulasi untuk relevansi. Dampaknya, nilai 
investasi Indonesia mengalami 
pertumbuhan 48% selama tiga tahun 
kepemimpinan awal Presiden Joko Widodo 
dengan nilai mencapai Rp463 triliun 
menjadi Rp678 triliun. Dikutip dari laman 
merdeka.com (2017), Indonesia semakin 
dikenal dunia setelah United National 
Conference On Trade and Development 
(UNCTAD) menempatkan Indonesia di 
urutan ke-empat sebagai negara prospektif 
terhadap tujuan investasi tahun 2017-2019. 
Masuk pada ranah regional, daya 
saing daerah menjadi konsekuensi dari 
perbedaan karakter perekonomian wilayah 
dan usaha pengembangan ekonomi 
wilayah. Kondisi ekonomi merupakan 
salah satu aspek yang menjadi daya tarik 
investasi. Pemahaman mengenai potensi 
perekonomian wilayah sangat bermanfaat 
untuk mengidentifikasi segmentasi sektor 
basis dan menganalisis adanya interaksi 
dan keterkaitan antar kajian sektoral 
maupun regional. Hal tersebut mampu 
mendorong terciptanya kerjasama yang 
lebih sinkron dan terintegrasi dalam rangka 
meningkatkan laju pertumbuhan maupun 
pemerataan ekonomi. Selain keunggulan 
ekonomi wilayah yang dicerminkan 
melalui sektor unggulan, hal yang perlu 
diperhatikan lainnya adalah kemampuan 
daerah dalam pembiayaan pembangunan. 
Ditetapkannya perundangan otonomi, 
pemerintah daerah dan perimbangan 
keuangan membuka peluang dan tantangan 
bagi pemerintah daerah dalam membangun 
daerahnya sesuai dengan prioritas dan 
kebutuhan. Persaingan antar daerah 
memberi pacuan bagi pemda agar mampu 
menarik investasi. Sementara itu hadirnya 
investasi tidak secara alami datang menuju 
suatu daerah, melainkan perlu 
mengkondisikan daerah ramah investasi.  
Kondisi ekonomi Provinsi Jawa 
Tengah tidak menunjukkan hasil yang 
memuaskan. Perbandingan secara nasional 
menunjukkan konsentrasi ekonomi terpusat 
di Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah, 
tetapi perbandingan sePulau Jawa, Jawa 
Tengah hanya memberi kontribusi 8,59% 
terhadap pendapatan nasional atau masih 
jauh dibawah DKI Jakarta, Jawa Barat dan 
Jawa Timur. Lebih lanjut, rata-rata 
pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di 
Indonesia tahun 2017 mencapai 5,24%, 
sedangkan Jawa Tengah hanya sedikit lebih 
banyak dari rata-rata nasional yaitu sebesar 
5,27%. Kondisi tersebut berlaku pula pada 
realisasi investasi. Meski begitu, dukungan 
investasi dan kinerja ekspor luar negeri 
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 
Jawa Tengah. Beberapa investasi tersebut 
diimplementasikan ke dalam proyek 
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pembangunan infrastruktur seperti tol 
Trans Jawa, perluasan bandar udara Ahmad 
Yani, pembangunan bandar udara Wirasaba 
serta perbaikan pada beberapa ruas jalan 
dan infrastruktur lainnya. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan 
pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. 
Dimulai dengan telaah studi literatur, 
pengumpulan data sekunder, pengolahan 
data dan diakhiri dengan analisis data. Data 
sekunder penelitian dengan unit analisis 
kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 
2013-2017 diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik, Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah dan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Tengah. Pengolahan data dilakukan 
dengan menggunakan Microsoft Excel,  
IBM SPSS Statistics 23 dan ArcMap 10.3. 
Teknik analisis utama dalam 
menganalisis kinerja ketiga aspek dengan 
menggunakan indeks komposit. Indeks 
tersebut memproses variabel-variabel 
dengan menstandarisasi bentuk satuan dan 
arah pemaknaan data melalui teknik zscore. 
Selanjutnya dilakukan akumulasi nilai dan 
klasifikasi untuk menentukan taraf kinerja 
tinggi, sedang dan rendah. Untuk 
mengetahui hubungan yang signifikan 
antara kinerja keuangan daerah dan 
investasi dengan kinerja ekonomi wilayah 
menggunakan korelasi rank spearman. 
Selain itu hubungan antar aspek ditelaah 
melalui analisis spasial dan tabulasi silang. 
Selain kedua teknik analisis utama, 
dibutuhkan teknik penunjang dalam 
mengeksplorasi dinamika perekonomian 
wilayah, keuangan daerah dan investasi. 
Teknik analisis utama dan penunjang 
bersifat komplementer, sebab untuk 
mendapatkan data dasar indeks komposit 
diperlukan hasil olah data dari teknik 
analisis penunjang. Aspek ekonomi 
wilayah ditunjang dengan analisis 
locational quotient untuk mengetahui 
sektor basis dan dominasi sektor pertanian, 
kehutanan, perikanan dan sektor industri 
pengolahan, tipologi Klassen untuk 
mengetahui tingkat perkembangan wilayah 
dan indeks entropi theil untuk mengukur 
tingkat ketimpangan ekonomi. Aspek 
keuangan daerah menggunakan: (1) analisis 
kinerja APBD yang ditinjau menurut 
tingkat efektifitas dan efisienitas, (2) 
analisis otonomi fiskal untuk menilai 
keberhasilan otonomi dalam fungsi 
desentralisasi keuangan melalui interpretasi 
derajat desentralisasi fiskal dan derajat 
ketergantungan fiskal serta (3) analisis 
pembangunan daerah untuk menilai 
aktivitas pengeluaran atau belanja daerah 
melalui rasio belanja modal dalam model 1 
dan model 2.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Dinamika Perekonomian Wilayah 
 Perekonomian Jawa Tengah ditinjau 
dari PDRB atas dasar harga berlaku tahun 
2017 mencapai nilai 1.187 triliun rupiah. 
Nilai tersebut berkontribusi sebesar 8,59% 
terhadap nasional, tergolong tinggi dari 
rerata provinsi namun rendah terhadap 
provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Ditinjau 
dari laju pertumbuhannya, mengalami 
kenaikan dari tahun ke tahun yang 
terkendali oleh laju inflasi dan produksi 
dari setiap lapangan usaha. Kestabilan 
kondisi ekonomi rentan berubah akibat 
dinamika inflasi yang menurunkan nilai 
mata uang. Kelompok pengeluaran yang 
dominan menjadi sebab inflasi di Jawa 
Tengah tahun 2017 adalah transportasi, 
komunikasi dan jasa keuangan dengan 
6,27% diikuti kelompok perumahan, air, 




Gambar 1.1 Perkembangan Nilai PDRB ADHB 
Sumber: Provinsi Dalam Angka Tahun 2018 
Struktur perekonomian Jawa Tengah 
kurun waktu 2013-2017 menurut lapangan 
usaha secara berurutan didominasi oleh 
sektor sekunder, sektor tersier dan sektor 
primer. Hal ini mengindikasikan kemajuan 
ekonomi dengan karakteristik bahwa sektor 
primer adalah tidak menjadi kontributor 
utama pendapatan. Pergeseran sektor 
primer menjadi sektor sekunder merupakan 
bentuk transformasi struktural akibat 
besarnya pola permintaan menuju ke arah 
industri. Transformasi ini paling jelas 
apabila dilihat dari sisi tenaga kerja dan 
input produksi. Klasifikasi UNIDO dalam 
Muta’ali (2018) menyebutkan bahwa 
terdapat tiga provinsi di Indonesia 
mengalami industrialisasi dengan pangsa 
sektor industri >30% yaitu Kalimantan 
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. 
Struktur perekonomian secara lebih rinci 
didominasi oleh sektor industri pengolahan 
sebesar 34,96%, sektor pertanian, 
kehutanan dan perikanan sebesar 14,09% 
dan sektor perdagangan besar dan eceran, 
reparasi mobil dan sepeda motor 13,6%.  
 
Gambar 1.2 Struktur Ekonomi Jawa Tengah 
Sumber: Provinsi Dalam Angka 
Strategisitas posisi Jawa Tengah 
termasuk menunjang aktivitas ekonomi di 
Pulau Jawa, sebab berperan sebagai 
penghubung antar provinsi di bagian barat 
dan timur. Terdapat dua pelabuhan sebagai 
fasilitas utama transportasi laut yaitu 
Tanjung Emas di Kota Semarang di sisi 
utara dan Pelabuhan Tanjung Intan di 
Kabupaten Cilacap di sisi selatan. 
Keduanya sangat vital dalam menyuplai 
tingkat aksesibilitas perdagangan via akses 
laut baik yang berasal dari jalur Laut Jawa 
maupun Samudera Hindia. Pemprov Jawa 
Tengah dinilai mendukung kegiatan 
industri yang berorientasi ekspor (Afia, 
2010) karena memiliki potensi bahan baku 
industri, jumlah tenaga kerja melimpah 
dengan upah yang relatif rendah. Tentunya 
kondisi-kondisi seperti itu mendukung 
meningkatnya kinerja ekonomi wilayah dan 
datangnya investasi. 
Penerapan analisis locational 
quotient menunjukkan bahwa tahun 2013 
dan 2017 sektor basis Provinsi Jawa 
Tengah tidak terdapat perbedaan yang 
terlalu besar. Empat sektor unggulan yang 
masih eksisting yaitu sektor pertanian, 
kehutanan dan perikanan; sektor industri 
pengolahan; sektor perdagangan besar dan 
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 
dan jasa pendidikan. Apabila dikaitkan 
dengan adanya multiplier effect oleh 
peranan sektor basis pada tahun 2013 dan 
2017, dampaknya semakin besar dari 1,26 
ke 1,42. Artinya, setiap kenaikan satu 
satuan sektor basis memberi perubahan 
terhadap pendapatan regional sebesar 1,42 
kali. 
Menakar tingkat perkembangan 
perekonomian suatu wilayah dengan 
mengkategorisasikan besaran pendapatan 
per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi 
adalah salah satu upaya meregionalisasikan 
berdasarkan homogenitas sifat ekonomi 
wilayah. Ukuran income dan laju 
pertumbuhan atau growth dianggap pantas 
menjadi capaian wilayah secara ekonomi. 
Di bawah ini merupakan perkembangan 
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Tabel 1.1 Tipologi Klassen Kabupaten/Kota 
Tipologi 1 
High growth and high 
income 
Tipologi 3 
High growth but low income 
Sukoharjo, Karanganyar, 
Sragen, Semarang, Kendal, 
Kota Surakarta, Kota 
Semarang dan Kota Tegal 
Banyumas, Banjarnegara, 
Boyolali, Grobogan, Blora, 
Rembang, Pati, Demak, 
Batang, Pekalongan, 
Pemalang, Tegal, Brebes dan 
Kota Pekalongan 
Tipologi 2 
Low growth and high 
income 
Tipologi 4 
Low growth and low income 
Kabupaten Cilacap, 
Kudus, Kota Magelang 




Klaten, Wonogiri, Jepara dan 
Temanggung 















Garis besar pengukuran kinerja 
ekonomi wilayah untuk menggambarkan 
dari sisi perkembangan, pemerataan 
ekonomi serta kesejahteraan. Variabel yang 
digunakan yaitu rasio PDRB 
kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi, 
laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per 
kapita, persentase penduduk miskin dan 
indeks entropi Theil. 
Hasil pengukuran kinerja ekonomi 
wilayah menunjukkan 5 daerah kelas 
tinggi, 22 daerah kelas sedang dan 8 daerah 
kelas rendah. Kinerja ekonomi daerah kota 
lebih baik daripada kinerja ekonomi 
















yang masuk dalam klasifikasi rendah, 
sedangkan kabupaten lebih variatif dari 
kelas tinggi hingga rendah.Lima daerah 
dengan kelas tinggi secara berurutan yaitu: 
Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kota 
Surakarta, Kota Salatiga dan Kabupaten 
Semarang. Konsistensi dari setiap variabel 
yang diukur, membuat Kota Semarang dan 
Kabupaten Kudus menjadi leading region 
diantara daerah lain. Namun keduanya 
memiliki fokus permasalahan ketimpangan 
ekonomi yang tinggi. Kota Semarang lebih 
memiliki kapabilitas yang tinggi dalam 
peningkatan laju pertumbuhan ekonomi 
dari setiap lapangan usaha, sedangkan 
Kabupaten Kudus cenderung 
menggantungkan dari sektor industri 
pengolahan. Konsentrasi kegiatan ekonomi 
Gambar 1.3 Peta Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota 
Sumber: Olahan Data, 2019 
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khususnya sektor basis di Kota Semarang 
menjalar pada daerah sekitarnya, bersama 
dengan Kota Salatiga dan Kabupaten 
Semarang memiliki persamaan menggali 
potensi ekonominya pada sektor pengadaan 
listrik dan gas; sektor pengadaan air, 
pengelolaan sampah, limbah dan daur 
ulang; sektor konstruksi; serta sektor jasa 
seperti jas keuangan dan asuransi, real 
estate dan jasa perusahaan. Sementara itu, 
delapan daerah masuk ke dalam kelas 
rendah secara berurutan yaitu Kabupaten 
Pekalongan, Wonogiri, Banjarnegara, 
Purworejo, Kebumen, Temanggung, 
Purbalingga dan Wonosobo. Daerah 
tersebut memiliki beberapa karakteristik 
yang sama yaitu share PDRB yang rendah 
dan ketimpangan yang rendah karena di 
bawah rata-rata daerah. Selain itu daerah 
tersebut memiliki sektor basis yang sama 
yaitu sektor pertanian, kehutanan dan 
perikanan dengan rata-rata share 26% dan 
sektor jasa seperti jasa pendidikan, jasa 
kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa 
lainnya meski bukan sebagai kontributor 
utama dalam pendapatan regional. 
Representasi secara spasial 
menunjukkan bahwa kinerja ekonomi 
kabupaten/kota di Jawa Tengah 
menujukkan pola Jawa Tengah bagian 
tengah cenderung memiliki kinerja 
ekonomi yang buruk daripada bagian 
lainnya. Sedangkan pada kelas sedang 
menyebar cukup merata. Posisi relatif 
kabupaten/kota di bagian tengah tidak 
cukup menguntungkan secara jalur 
perdagangan karena hambatan geografis 
atau isolasi topografi untuk kegiatan 
produksi, distribusi dan ekspor-impor 
dalam cakupan nasional maupun 
internasional. Konteks mata pencaharian 
menjelaskan adanya tingkat homogenitas 
yang terpusat pada sektor primer pertanian. 
Hal ini sangat berbeda dengan bagian utara 
Jawa Tengah. Daerah pada wilayah utara 
justru memiliki peran sentral terhadap 
perekonomian di Pulau Jawa melalui 
adanya jalur pantura yang menjadi denyut 
nadi perekonomian. 
2. Dinamika Keuangan Daerah 
Pendapatan daerah adalah hak 
pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 
Pendapatan daerah Jawa Tengah memiliki 
tren meningkat dari tahun 2013 sebesar 
Rp.11,93 T hingga Rp.23,703 T tahun 
2017. Tahun 2015 dan 2016 menjadi tahun 
terburuk dalam pencapaian karena kurang 
dari target yang telah ditetapkan. Pemprov 
Jawa Tengah berhasil menutup gap tersebut 
tahun 2017 dengan laju pertumbuhan 
pendapatan tertinggi yaitu 17,2%, sehingga 
realisasi pendapatan kembali lebih besar 
daripada target pendapatan. Artinya, 
pengelolaan keuangan daerah kembali 
efektif dalam pencapaian pendapatan. 
Proporsi sumber pendapatan di Jawa 
Tengah menunjukkan tren semakin 
membesarnya dana perimbangan. 
Akibatnya, PAD dan lain-lain pendapatan 
yang sah semakin mengecil, meskipun 
realisasi PAD setiap tahunnya tetap >50%. 
Akumulasi PAD Jawa Tengah 
menunjukkan sebagian besar bersumber 
dari pajak 83%, pendapatan lain-lain yang 
sah 13%, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan 3% kemudian 
retribusi daerah 1%. 
 
Gambar 2.1 Distribusi Pendapatan Provinsi Jawa 
Tengah 
Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota 
Sejalan dengan penganggaran, 
realisasi belanja meningkat dua kali lipat 
dari 8,4 triliun rupiah tahun 2013 menjadi 
16,12 triliun rupiah tahun 2017. Menurut 
distribusinya, realisasi belanja Jawa 
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Tengah didominasi oleh belanja 
operasional pada taraf  >75%. Bahkan 
tahun 2017 adalah tahun dengan belanja 
operasional tertinggi dibanding tahun-
tahun sebelumnya. Perkembangan ini 
memberi implikasi mengenai semakin 
mengecilnya prioritas terhadap belanja 
modal. Proporsi 9,02% belanja modal tahun 
2017 sangat anjlok sebelumnya 21,39%. 
 
Gambar 2.2 Distribusi Belanja Provinsi Jawa Tengah 
Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 
Efektivitas dalam Muta’ali (2015) 
adalah ukuran pencapaian pendapatan dari 
target dalam anggaran. Idealnya, 
pemerintah daerah harus mengusahakan 
realisasikan lebih dari target khususnya 
menggali potensi dari PAD. 
Kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki 
kinerja yang baik dengan pengelolaan 
APBD sangat efektif sebesar 26% dan 
efektif 74%. Salamah (2018) dalam 
penelitiannya menyebutkan strategi yang 
diperlukan dalam efektifitas penyerapan 
APBD dengan memperhatikan faktor 
regulasi, perencanaan anggaran dan SDM. 
Rasio efisienitas dalam Muta’ali (2015) 
memberi penegasan keseimbangan realisasi 
pendapatan dan belanja daerah. Kondisi 
defisit menjadi sebuah pantangan, 
sedangkan kondisi surplus yang berlebih 
mencerminkan penyerapan anggaran yang 
buruk. Nilai rasio efisienitas yang 
bervariasi pada tahun 2017 dengan rata-rata 
88,15% pendapatan digunakan untuk 
belanja. Sejumlah 7 daerah kurang efisien, 
17 daerah cukup efisien, 6 daerah efisien 
dan 5 daerah tidak efisien. 
Kinerja otonomi fiskal dinilai 
menjadi substansi utama kinerja keuangan 
daerah, sebab menunjukkan kemampuan 
daerah dalam penyediaan anggaran 
pembangunan secara mandiri atau tidak 
bergantung terhadap sumbangan dari 
pemerintah pusat.  Derajat desentralisasi 
fiskal merupakan cerminan kontribusi PAD 
terhadap total pendapatan daerah. Hasilnya, 
74% daerah dikatakan kurang, 23% 
dikatakan sedang dan 3% dikatakan baik. 
BPS (2010) memberi konsep derajat 
ketergantungan fiskal dengan mengukur 
rasio antara PAD dengan dana 
perimbangan. Maka, sejumlah 77% daerah 
termasuk kategori tidak mandiri, 20% 
termasuk sangat tidak mandiri dan 3% 
termasuk sangat mandiri. 
Belanja modal dalam anggaran 
belanja menempati peran strategis bagi 
pembangunan daerah, sebab menjadi 
bentuk investasi pemerintah untuk 
kepentingan pembangunan publik. 
Orientasi utama belanja modal tentunya 
bersifat nonprofit yang menunjang 
pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat. Kinerja pembangunan daerah 
model 1 diukur dengan mengetahui 
proporsi belanja modal terhadap total 
belanja daerah. Bappenas dan UNDP 
(2010) menyebutkan pengukuran ini 
memberi arah pengelolaan belanja 
pemerintah pada manfaat jangka panjang 
yang dapat menghasilkan multiplier effect. 
Ukuran tersebut mengindikasikan 74% 
daerah masuk kinerja rendah dan 26% 
termasuk sangat rendah. Proporsi belanja 
modal di daerah kota cenderung lebih besar 
daripada kabupaten. Namun baik kota 
maupun kabupaten tidak ada yang lebih 
dari 30% dari total belanja. Hasil yang sama 
juga ditunjukkan dengan pengukuran 
kinerja pembangunan daerah model 2 
dengan mayoritas rendah dan sisanya 
sangat rendah.  
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Perkembangan suatu daerah yang 
dinamis menuntut kemampuan pemerintah 
daerah untuk mengelola keuangan secara 
cermat, sesuai prosedural dan transparan. 
Pengukuran kinerja finansial bertujuan 
untuk membantu mengalokasikan sumber 
daya serta mewujudkan akuntabilitas 
publik. Keuangan daerah tidak hanya 
sekadar bagaimana arah dan pencapaian 
kebijakan fiskal yang menunjang 
pembangunan daerah. Namun lebih kritis 
terhadap tugas dan kewajiban oleh 
pemerintah daerah dalam melaksanakan 
desentralisasi fiskal. Hasil pengukuran 
kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 
menunjukkan 10 daerah berada kelas 
tinggi, 17 daerah kelas sedang dan 8 daerah 
kelas rendah. Secara umum kinerja 
keuangan daerah kota lebih baik daripada 
kinerja kabupaten. Masih terdapat 
kesenjangan kinerja kota dan kabupaten 
dalam hal ketergantungan fiskal dan 



























Daerah dengan kinerja keuangan 
daerah tinggi secara berurutan yaitu Kota 
Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten 
Purworejo, Demak, Kota Salatiga, 
Kabupaten Kudus, Semarang, Kota 
Magelang, Kabupaten Pati dan Grobogan. 
Kota Semarang paling konsisten dalam 
membangun kondisi keuangan daerah yang 
sehat, terutama mengenai kemandirian 
fiskal jauh melampaui daerah-daerah 
lainnya. Selebihnya tidak ditemukan ciri 
yang menonjol antar penyusun kinerja yang 
ideal, sebab secara umum kabupaten/kota 
sudah efektif dalam pencapaian target 
pendapatan, cukup bervariasi untuk 
efisiensi pendapatan dan belanja serta 
proporsi belanja modal yang homogen 
Tinjauan secara spasial kinerja 
keuangan daerah di Jawa Tengah 
menunjukkan bahwa persebaran tiap kelas 
tidak menunjukkan pola tertentu. 
Konstelasi pewilayahan meskipun belum 
terbukti secara ilmiah, namun memberi 
andil dalam penggalian sumber daya yang 
dapat digunakan sebagai aset dalam 
Gambar 2.3 Peta Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 
Sumber: Olahan Data, 2019 
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pendapatan asli daerah. Selain itu adanya 
bagi hasil antar daerah dalam pengelolaan 
kekayaan dimungkinkan memberi 
sumbangan terhadap pendapatan bagi 
masing-masing daerah. 
Pola pengelolaan keuangan daerah di 
Provinsi Jawa Tengah berbeda dengan 
mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2017. Pertama, distribusi 
pendapatan menunjukkan bahwa rata-rata 
kabupaten/kota didominasi oleh sumber 
dana perimbangan hingga 61,4% dan 
diikuti PAD dengan 19,1%. Tentu kinerja 
yang kurang baik ini sangat timpang 
daripada kinerja provinsi yang sangat baik 
karena PAD mencapai 52,94%.  Kedua, 
sumber PAD rata-rata kabupaten/kota 
dikuasai oleh lain-lain PAD yang sah 
hingga 64% diikuti pajak dengan 25,8%. 
Sedangkan pajak dalam provinsi mencapai 
84,3%. Hanya Kota Surakarta dan Kota 
Semarang yang memiliki karakteristik yang 
sama dengan Jawa Tengah, artinya 
kemampuan penarikan pajak di daerah kota 
lebih besar daripada kabupaten. Selain itu 
kebijakan maupun prosedural dalam 
perpajakan berimplikasi besar dalam arus 
masuk pajak terhadap provinsi baik secara 
agregat maupun non agregat. Ketiga, 
perbedaan yang cukup besar dalam 
proporsi sumber dana perimbangan. Rata-
rata DAU daerah mencapai 74,3% 
sedangkan DAU provinsi hanya 33%, 
sehingga diasumsikan bahwa 
kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki 
gap antara kapasitas fiskal dan kebutuhan 
fiskal yang tinggi serta beberapa daerah 
masih tergolong miskin dan tertinggal 
sehingga mendapat DAU lebih besar. Hal 
tersebut berbeda dengan posisi relatif Jawa 
Tengah dilingkup nasional. Adapun kinerja 
yang baik dalam penempatan belanja modal 
dari rata-rata kabupaten/kota mencapai 
22,1% atau dua kali lipat lebih dari Jawa 
Tengah yang hanya 9,02%. 
3. Dinamika Investasi 
Investasi pada penelitian ini terbatas 
pada sektor swasta oleh pribadi maupun 
perusahaan termasuk BUMN dan BUMD 
dalam skala usaha besar. Kehadiran 
investasi swasta seperti PMA dan PMDN 
turut menopang investasi publik (belanja 
modal) yang ketersediaannya dikatakan 
kurang mencukupi. Tujuan 
penyelenggaraan penanaman modal 
menurut UU No. 25 tahun 2007 yaitu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan ekonomi berkelanjutan. 
Perkembangan investasi di Jawa 
Tengah hampir mendekati dengan 
perkembangan kinerja ekonomi dikancah 
nasional. Hasilnya, cukup memuaskan 
secara nasional namun kurang berkembang 
dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. 
Investasi swasta dalam negeri di Jawa 
Tengah lebih laris daripada investasi swasta 
asing. Selama kurun waktu lima tahun sejak 
2013, rerata PMDN Jawa Tengah memiliki 
kontribusi 9,2% terhadap nasional 
meskipun perkembangannya fluktuatif. 
Berbeda dengan PMA yang memiliki rerata 
3,4% namun selalu meningkat setiap 
tahunnya. Apabila tren ini berlanjut, bukan 
tidak mungkin bahwa aktivitas PMA akan 
lebih berkembang daripada PMDN. 
Apabila diukur secara capaian, realisasi 
investasi secara umum telah melampaui 
dari target yang telah ditentukan tiap 
tahunnya. 
 
Gambar 3.1 Kontribusi Investasi Jawa Tengah 
Terhadap Nasional 
Sumber: BPS Pusat dan BPS Jawa Tengah 
Perkembangan PMA Jawa Tengah 
menunjukkan peningkatan setiap tahunnya 
hingga mencapai 2,37 miliar US$ pada 
tahun 2017 atau meningkat 2 kali lipat dari 
















realisasi proyek mengalami penurunan. 
Dalam hal ini pergeseran jenis usaha padat 
karya menjadi padat modal sangat rentan 
terjadi. Pelibatan tenaga kerja dalam proyek 
investasi selama kurun lima tahun 
menunjukkan mayoritas tenaga kerja lokal 
lebih banyak digunakan daripada tenaga 
kerja asing dengan jumlah 329.757 atau 99 
persen berbanding 2.954 atau satu persen. 
Tinjauan nilai realisasi menurut 
kabupaten/kota mengindikasikan gap yang 
tinggi antar daerah. Melejitnya nilai PMA 
di Kabupaten Jepara dengan 1.042.725,7 
ribu US$ sangat berbanding terbalik 
dengan nihilnya realisasi PMA di 
Kabupaten Kebumen, Temanggung, 
Pekalongan dan Kota Pekalongan. Rerata 
nilai realisasi sebesar 67.786,36 ribu US$, 
sedangkan daerah yang melebihi nilai 
tersebut hanya Kabupaten Purbalingga, 
Jepara, Batang, Tegal dan Kota Semarang. 
Kabupaten Jepara dan Kota Semarang 
menjadi lokasi potensial untuk proyek 
investasi, tahun 2017 jumlahnya berbeda 
jauh dengan daerah lain yaitu mencapai 255 
proyek dan 160 proyek. Sedangkan 
Kabupaten Batang dan Tegal 
dimungkinkan sedang dalam pola investasi 
padat modal, sebab realisasi proyeknya 
berada di bawah rata-rata. Sementara itu 
dari ukuran tenaga kerja baik lokal maupun 
asing reratanya mencapai 2.398 orang, 
sehingga pelibatan besar terjadi pada 
beberapa daerah saja yaitu Kabupaten 
Purbalingga, Wonogiri, Jepara, Semarang, 
Batang dan Kota Semarang.  
Sektor unggulan investasi 
teridentifikasi sektor listrik, gas dan air 
dengan nilai 1,079 miliar US$ atau hampir 
setengah dari total PMA Jawa Tengah. 
Kemudian diikuti dengan sektor industri 
lainnya sebesar 16% dan industri kayu 
dengan 11%. Sektor industri menjadi sektor 
unggulan provinsi sehingga menjadi target 
terbesar bagi para investor. Sektor ini 
apabila diakumulasikan memiliki jumlah 
44,8% dari total PMA provinsi atau hanya 
dibawah sektor listrik, gas dan air dengan 
45,4%. Selama kurun waktu tahun 2013 
hingga 2017, negara investor di Jawa 
Tengah didominasi oleh negara-negara 
Asia seperti Tiongkok, Jepang, Korea 
Selatan dan Singapura. Sedangkan Belanda 
menjadi negara investor asal Eropa 
terbanyak di Indonesia.  
Fenomena di Jawa Tengah 
menunjukkan bahwa mayoritas setiap 
daerah cenderung lebih mudah untuk 
menarik datangnya investor PMDN 
daripada investor PMA. Perkembangan 
PMDN Jawa Tengah menunjukkan 
peningkatan pada tahun 2013 hingga 2016, 
tetapi menurun 4,2 triliun rupiah pada tahun 
2017 menjadi 19,87 triliun rupiah. Ditinjau 
dari sisi realisasi proyek, hasilnya terus 
mengalami peningkatan dari 145 proyek 
menjadi 1.403 proyek tahun 2017. 
Pelibatan tenaga kerja tiap tahunnya 
mengalami fluktuasi hingga terakhir 
mengalami penurunan dari 50.008 tahun 
2016 menjadi 45.320 tenaga kerja tahun 
2017. Hubungan ketiga data ini 
menunjukkan kinerja terbaru PMDN di 
Jawa Tengah bahwa terjadi pergeseran 
investasi usaha padat modal menjadi 
investasi usaha padat karya meskipun 
terjadi penurunan pelibatan tenaga kerja 
dalam jumlah yang tidak signifikan. 
Tinjauan menurut nilai realisasi 
PMDN mengindikasikan terjadinya gap 
yang tinggi antar daerah. Gap tersebut 
terjadi sebab nilai PMDN Kabupaten 
Pekalongan sebesar 5.907,35 miliar rupiah 
berbanding nilai Kabupaten Wonosobo 
hanya 1,69 miliar rupiah. Rerata nilai 
realisasi PMDN yaitu 567,6 miliar rupiah. 
Hanya Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, 
Sragen, Pati, Kudus, Demak, Semarang, 
Pekalongan dan Kota Semarang yang 
melebihi nilai rerata tersebut. Dominasi 
proyek terjadi di Kabupaten Wonogiri 
hingga 169 proyek dan Kabupaten Kudus 
dengan 154 proyek, sedangkan Kabupaten 
Pekalongan dan Pati relatif mengandalkan 
pola investasi padat modal. Sama halnya 
dengan PMA, aglomerasi tenaga kerja 
PMDN terletak pada beberapa daerah saja. 
PMDN direalisasikan dalam sektor 
11 
 
transportasi, gudang dan telekomunikasi 
hingga 33,6%, meskipun tidak 
direalisasikan dalam jumlah proyek yang 
banyak serta pelibatan tenaga kerja yang 
relatif minim. Kemudian diikuti dengan 
sektor industri tekstil berperan dengan 
20,2% dan sektor industri makanan dengan 
13,3%. Kontribusi secara keseluruhan 
sektor industri mencapai 47,3%, sehingga 















Pengukuran kinerja investasi 
mengacu pada realisasi investasi PMA dan 
PMDN baik berupa nilai realisasi, proyek 
dan tenaga kerja. Ketiganya diasumsikan 
memiliki pengaruh yang sama dalam 
realisasi investasi. Hasil pengukuran 
menunjukkan bahwa 7 daerah kelas tinggi, 
12 daerah kelas sedang dan 16 dalam kelas 
rendah. Sekilas hasil ini memberi gambaran 
bahwa sebagian besar kabupaten/kota 
masih dalam tahap perbaikan untuk 
meningkatkan daya tarik investasi. 
Kinerja investasi yang tinggi 
dicerminkan oleh Kota Semarang, 
Kabupaten Jepara, Pekalongan, Semarang, 
Karanganyar, Sragen dan Kudus. Ketujuh 
daerah tersebut apabila ditinjau sumber 
investasinya, tidak menunjukkan kondisi 
yang seragam. Kabupaten Jepara mampu 
mendatangkan PMA jauh lebih besar 
daripada PMDN, sedangkan Kabupaten 
Pekalongan jauh lebih besar mendatangkan 
PMDN. Bahkan Kabupaten Pekalongan 
tercatat nihil realisasi PMAnya. Adapun 















Kinerja terbaik ditunjukkan oleh 
Kota Semarang yang mampu 
mandatangkan kedua jenis investasi swasta 
dalam jumlah yang besar atau 8,5 persen 
dari PMA provinsi dan 5,7 persen dari 
PMDN provinsi. Catatan khusus diberikan 
kepada 4 kota yang masuk dalam kelas 
rendah yaitu Kota Surakarta, Pekalongan, 
Magelang dan Tegal. Kota yang seharusnya 
menjadi konsentrasi kegiatan ekonomi dan 
perdagangan justru tidak mampu 
dimanfaatkan oleh daerah tersebut. Selama 
tahun 2017, investor asing tidak ada yang 
tertarik untuk menanamkan modalnya di 
Kabupaten Kebumen, Temanggung dan 
Gambar 3.2 Peta Kinerja Investasi Kabupaten/Kota 
Sumber: Olahan Data, 2019 
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Kota Pekalongan dibuktikan dengan 
nihilnya investasi yang masuk. Tinjauan 
spasial kinerja investasi pada 
kabupaten/kota tidak menunjukkan pola 
yang khas, tetapi menunjukkan 
kecenderungan kinerja yang baik berada 
pada Kota Semarang dan sekitarnya, Kudus 
dan sekitarnya dan Solo Raya. 
Berdasarkan dokumen RKPD 
Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, secara 
umum dinamika investasi di Jawa Tengah 
dipengaruhi oleh faktor internal seperti 
infrastruktur, lahan industri, bahan baku, 
kualitas tenaga kerja, birokrasi dan 
perizinan serta promosi dan faktor eksternal 
seperti inflasi, nilai tukar, peluang pasar, 
kredit investasi dan kebijakan nasional. 
Sejauh ini, investasi lebih banyak diminati 
di sepanjang wilayah utara Jawa Tengah 
daripada wilayah tengah atau selatan. Afia 
(2010) dalam penelitiannya mengenai 
pengaruh PMA, PMDN dan belanja modal 
terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah, 
PMA dan PMDN tersebar mengikuti pola: 
(1) kota yang padat penduduknya dan 
berrencana untuk dikembangkan wilayah 
industri, (2) pertanian, perkebunan, 
peternakan dan perikanan serta industri 
pengolahan berada di sekitar lokasi bahan 
baku, (3) pertambangan dan industri 
pengolahan diletakkan sedikit mungkin 
dengan deposit bahan baku, (4) proyek 
pariwisata sesuai potensinya dan (5) 
wilayah pelabuhan dikembangkan export 
processing zone dan industri maritim.  
4. Hubungan Kinerja Keuangan 
Daerah dan Investasi dengan 
Ekonomi Wilayah 
Hasil utama kinerja keuangan daerah 
dengan ekonomi wilayah pada unit analisis 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 
tahun 2017 tidak membuktikan kajian 
secara teoritis. Melalui uji korelasi 
Spearman, nilai sig menunjukkan angka 
0,08 atau >0,05 sehingga tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara kinerja 
keuangan daerah dengan ekonomi wilayah. 
Namun demikian, ditinjau menurut variabel 
penyusunnya terdapat beberapa yang saling 
berhubungan dengan signifikan. Tingkat 
desentralisasi fiskal daerah berhubungan 
kuat dan positif dengan pendapatan per 
kapita, artinya peningkatan pendapatan per 
kapita diikuti pula dengan kemampuan 
daerah dalam menggali sumber pendapatan 
secara mandiri. Sementara itu, daerah yang 
relatif masyarakatnya sejahtera dan mandiri 
secara fiskal berdampak pula pada 
ketimpangan ekonomi. Hal ini sebelumnya 
telah disinggung pula kaitan antara 
pendapatan per kapita dengan ketimpangan 
ekonomi yang merupakan gambaran 
hipotesis Kuznet mengenai trade off dari 
pembangunan. 
Kinerja ekonomi wilayah secara 
agregat menunjukkan adanya hubungan 
cukup kuat dengan tingkat kemandirian 
fiskal daerah. Disimpulkan bahwa semakin 
baik kinerja ekonomi wilayah, maka 
mendorong daerah untuk semakin mandiri 
dalam memanfaatkan potensi ekonomi 
unggulan maupun non unggulan sebagai 
sumber pendapatan untuk mengurangi 
beban terhadap sumbangan pemerintah 
pusat. Disamping itu, kinerja ekonomi yang 
semakin membaik pada setiap daerah 
dicirikan pula dengan proporsi penerimaan 
pajak yang semakin meningkat, daripada 
sumber pendapatan lainnya. 
 












0,717 0,652 -0,47 
Sig.(2-
tailed) 
0,00 0,00 0,004 
Sumber: Olahan Data, 2019 
Desentralisasi fiskal menekankan 
pengarusutamaan proses demokrasi dalam 
pelaksanaan kebijakan fiskal dengan cara 
mengurangi peran pemerintah pusat di 
daerah. Konsekuensinya, pemerintah 
daerah harus mampu mengelola kebijakan 
fiskal dan pendapatan daerahnya. Konsep 
pengelolaan keuangan daerah, tingkat 
pendapatan tidak terlepas dari pertumbuhan 
ekonomi wilayah. Sementara itu, 
pertumbuhan ekonomi membutuhkan 
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dorongan modal untuk meningkatkan 
produktivitas. Keuangan daerah 
membuktikan bahwa bentuk hubungannya 
terhadap ekonomi tidak terjadi secara 
langsung, melainkan perannya sebagai 
stabilitator iklim investasi yang dibutuhkan 
dalam pertumbuhan ekonomi. Asumsi ini 
sesuai dengan analisa Keynes. 
Hipotesis mengenai hubungan antara 
kinerja investasi dengan kinerja ekonomi 
wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Tengah tidak terbukti memiliki hubungan 
yang signifikan dengan nilai sig 0,092. Afia 
(2010) memiliki pandangan yang berbeda 
terhadap permasalahan tersebut. Hasil 
penelitiannya tahun 1978-2008 pada 
kabupaten/kota di Jawa Tengah, investasi 
swasta berpengaruh terhadap PDRB dalam 
jangka waktu pendek maupun panjang.  
Apabila ditinjau lebih detail, kinerja 
investasi juga tidak berhubungan secara 
langsung dan signifikan dengan laju 
pertumbuhan ekonomi, pendapatan per 
kapita, persentase penduduk miskin dan 
ketimpangan ekonomi. Begitu pula apabila 
dipisah antara PMDN dan PMA. Hubungan 
yang tercipta hanya berupa nilai PMDN 
terhadap persentase penduduk miskin 
dengan arah negatif yang cukup kuat. 
Artinya semakin besar nilai PMDN masuk 
ke daerah maka semakin berkurang 
persentase penduduk miskinnya. 
Pengeluaran PDRB setiap daerah yang 
dialokasikan untuk pembentukan modal 
tetap bruto didorong agar terus meningkat 
setiap tahunnya. Pengeluaran tersebut 
diciptakan untuk menunaikan segala 
macam aktivitas investasi di daerah. 
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 
di Jawa Tengah memiliki hubungan 
langsung dengan variabel penyusun kinerja 
perekonomian seperti pendapatan per 
kapita, indeks Theil, dan persentase 
penduduk miskin. Daerah yang relatif maju 
secara ekonomi dicirikan dengan semakin 
besarnya proporsi pengeluaran terhadap 
PMTB. Hubungan yang tercipta cukup 
kuat, yaitu terbukti dengan besarnya PMTB 
daerah maka pendapatan per kapita juga 
semakin membesar. Konsekuensi lainnya, 
persentase penduduk miskin menjadi 
menurun namun ketimpangan ekonomi 
justru semakin membesar. 
 












0,457 0,466 -0,554 
Sig.(2-
tailed) 
0,006 0,005 0,001 
Sumber: Olahan Data, 2019 
Kesiapan sumber daya wilayah 
dituntut untuk meningkatkan daya tarik 
daerah bagi para investor. Tinggi 
rendahnya biaya ekonomi dan biaya sosial 
menjadi pertimbangan kuat dalam pasar 
investasi, sebab keduanya memberi beban 
dalam pembiayaan proyek-proyek 
investasi. Asian Development Bank 
bersama Bank Dunia dalam Chalid (2005) 
dan World Bank (2003) menambahkan 
adanya hambatan utama dalam investasi 
yaitu ketidakpastian dan ketidakstabilan 
kebijakan ekonomi dan peraturan, korupsi, 
aturan ketenagakerjaan, biaya keuangan, 
tingginya pajak dan ketersediaan 
infrastruktur. Tatiana, dkk (2012) 
menyebutkan hal utama yang 
mengakibatkan rendahnya daya saing 
daerah adalah terlalu bergantungnya suatu 
daerah terhadap sektor primer, kondisi 
geografis yang kurang menguntungkan 
(Iwasaki dan Keiko, 2015), belanja publik 
yang relatif besar dan iklim bisnis dan 
usaha yang kurang menarik (Zhang, 2001). 
Pemetaan potensi ekonomi dalam 
mendorong roda perekonomian perlu 
dilakukan secara cermat dan spesifik. 
Langkah yang paling mendasar yaitu 
mampu melakukan segmentasi sektor basis 
atau unggulan sebagai wajah ekonomi 
daerah. Bendavid (1974) 
mengimplementasikan pendekatan tersebut 
pada teori nilai tambah. Segmentasi sektor 
basis di Jawa Tengah tidak berujung pada 
tujuan investasi secara spesifik, terbukti 
pada tahun 2017 hanya sektor industri 
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pengolahan yang berperan sebagai sektor 
basis mampu mendatangkan PMA maupun 
PMDN dalam jumlah yang besar. 
Sementara itu sektor pertanian, kehutanan 
dan perikanan, sektor perdagangan besar 
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 
motor, sektor penyediaan akomodasi dan 
makan minum serta sektor jasa pendidikan 
sangat minim sebagai tujuan investasi. 
Justru sektor non basis seperti pengadaan 
listrik dan gas, sektor transportasi dan 
pergudangan dan sektor jasa lainnya 
menjadi sasaran bagi para investor.  
KESIMPULAN 
1. Hasil pengukuran kinerja ekonomi 
wilayah menunjukkan bahwa 5 daerah 
berada dalam kelas tinggi, 22 daerah kelas 
sedang dan 8 daerah kelas rendah. Kinerja 
ekonomi daerah kota lebih baik daripada 
kinerja ekonomi kabupaten. Tidak ada kota 
di Jawa Tengah yang masuk dalam 
klasifikasi rendah, sedangkan kabupaten 
lebih variatif dari kelas tinggi hingga 
rendah. Kondisi perekonomian Jawa 
Tengah bagian tengah memiliki kinerja 
yang buruk, terutama dibandingkan dengan 
bagian utara. Kota Semarang dan 
Kabupaten Kudus menjadi leading region 
diantara daerah lain, namun memiliki 
permasalahan ketimpangan ekonomi yang 
tinggi. Hipotesis pertama dapat diterima 
yaitu terdapat variasi kinerja ekonomi 
wilayah kabupaten/kota, dengan melihat 
nilai standar deviasi sebesar 1,35 serta 
berada di atas nilai rata-rata perhitungan 
sebesar -0,00006. 
2. Hasil pengukuran kinerja keuangan 
daerah menunjukkan bahwa 10 daerah 
berada dalam kelas tinggi, 17 daerah kelas 
sedang dan 8 daerah kelas rendah. Kinerja 
keuangan daerah kota lebih baik daripada 
kinerja keuangan kabupaten. Masih 
terdapat kesenjangan kinerja kota dan 
kabupaten dalam hal ketergantungan fiskal 
dan prioritas belanja modal untuk 
pembangunan. Hipotesis kedua dapat 
diterima yaitu terdapat variasi kinerja 
keuangan daerah kabupaten/kota, dengan 
melihat nilai standar deviasi sebesar 3,06 
serta berada di atas nilai rata-rata 
perhitungan sebesar 0,00003. 
3. Hasil pengukuran kinerja investasi 
menunjukkan bahwa 7 daerah berada dalam 
kelas tinggi, 12 daerah kelas sedang dan 16 
daerah kelas rendah. Kinerja investasi 
menunjukkan mayoritas daerah masih perlu 
peningkatan. Kabupaten Jepara mampu 
mendatangkan PMA jauh lebih besar 
daripada PMDN, sedangkan Kabupaten 
Pekalongan jauh lebih besar mendatangkan 
PMDN. Adapun daerah lainnya relatif 
berimbang. Kinerja terbaik ditunjukkan 
Kota Semarang yang mandatangkan kedua 
jenis investasi swasta dalam jumlah yang 
besar. Hipotesis ketiga dapat diterima yaitu 
terdapat variasi kinerja investasi 
kabupaten/kota, dengan melihat nilai 
standar deviasi sebesar 1,94 serta berada di 
atas nilai rata-rata perhitungan sebesar -
0,00009. 
4. Tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara kinerja keuangan daerah 
dengan kinerja ekonomi wilayah (sig:0,08) 
maupun antara kinerja investasi dengan 
kinerja ekonomi wilayah (sig:0,092). 
Desentralisasi fiskal daerah berhubungan 
kuat dan positif dengan pendapatan per 
kapita, indeks Theil dan kinerja ekonomi. 
Kinerja investasi tidak berhubungan secara 
langsung dan signifikan terhadap laju 
pertumbuhan ekonomi, pendapatan per 
kapita, persentase penduduk miskin 
maupun ketimpangan ekonomi baik secara 
simultan maupun parsial. Disimpulkan 
bahwa hipotesis keempat tidak terbukti. 
SARAN 
1. Optimalisasi ekonomi berbasis sektor 
dan komoditi unggulan serta 
menerapkan integrated economy dengan 
membangun industri yang terkait 
langsung dengan produksi pertanian. 
2. Transfer teknologi dan peningkatan 
kapasitas SDM dengan mengubah 
paradigma industrialisasi yang tidak 
hanya berorientasi komersial. 
3. Meningkatkan kinerja keuangan daerah 
karena memiliki dampak yang luas, 
seperti dampak perekonomian wilayah 
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dan pelayanan publik. Kinerja tersebut 
ditunjukkan dengan pengelolaan 
keuangan daerah dan birokrasi secara 
efektif dan efisien dari hulu ke hilir. 
4. Upaya proaktif dalam menjemput modal 
dan meningkatkan daya tarik investasi. 
Beberapa diantaranya: insentif, 
kondusifitas daerah, biaya ekonomi dan 
sosial dan infrastruktur. 
5. Masyarakat senantiasa mendukung 
kebijakan pemerintah serta 
meningkatkan kompetensi dan adaptif 
dalam menghadapi perkembangan. 
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